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Abstract

This study aims to analyze the integration between wagf and hajj fund investment according to positive law and
Islamic law. Wagf is an Islamic financial instrument that has social value and can be integrated with other Islamic
financial instruments. Hajj fund investment is one of the financial instruments that should be used for the benefit
of the people so that for individuals who intend to make pilgrimages their funds can be maintained and maintained
and can provide other benefits as long as the funds are stored. This research is qualitative research with a
normative juridical research method approach by using types and sources of legal data including, primary legal
sources, namely Law no. 41 of 2004 concerning Wagf, Law No. 34 of 2014 concerning the financial management
of Hajj and other regulations, the Al-Quran and Al-hadith. The results of this study are that the integration of
wagf and Hajj financial investment can be carried out in collaboration to achieve greater benefits for the
development of wagf in Indonesia.
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1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki aset tanah wakaf yang sangat
besar, di tahun 2020 data tanah wakaf yang
bersertifikasi di Indonesia menurut BWI yang
bersumber dari BPN terdapat 134.237 bidang tanah
dengan luas tanah 111.481.173 meter persegi (RI
2021).

penyediaan rumah murah bagi rakyat yang tidak
mampu, bahkan pada sektor pariwisata syariah.
Pengembangan aset wakaf di Indonesia tidak dapat
berjalan sendiri, akan tetapi seharusnya dapat
diintegrasikan dengan instrumen keuangan lain,
selama tidak melanggar syara’, salah satunya
mengintegrasikan dengan dana keuangan
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Gambar 1. Penggunaan Tanah Wakaf (RI 2021).
Tanah wakaf tersebut pengembangannya dapat
digunakan untuk kesejahteraan misalnya pengentasan
kemiskinan, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan,

haji(Nurhayati and Nurjamil 2019). Pada Mei 2020
jumlah daftar tunggu haji reguler Indonesia mencapai
4.677.176 orang, dan dana haji per Bulan Mei 2020
sebesar Rp132 triliun dan Dana Kemaslahatan sebesar
Rp3,4 triliun (Indonesia 2020).

Risiko nilai tukar pada penentuan biaya haji dapat
dihadapi jika dana setoran awal dari para calon jamaah
haji dapat dikelola secara efektif dan efisien, salah
satunya adalah dengan melakukan Investasi Keuangan
Haji pada berbagai instrumen investasi yang tepat,
yang kemudian di tahun 2017 di kelola oleh Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Investasi
Keuangan Haji didefinisikan sebagai kegiatan
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menempatkan sumber daya keuangan Badan
Pengelola Keuangan Haji pada kegiatan usaha yang
tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan
perundangan serta ketentuan yang berlaku untuk
memperoleh imbal hasil setelah mempertimbangkan
kajian mendalam atas potensi risiko dan manfaat yang
akan diperoleh sebagai akibat dari kegiatan usaha
tersebut (Witjaksono 2020).

Pada tahun 2020, proporsi penempatan dana
investasi haji pada tabungan/deposito kembali
berkurang menjadi hanya 30% dan mengalihkan
proporsi tersebut pada investasi sukuk dan investasi
langsung (Witjaksono 2020) . Hal tersebut menjadi
peluang untuk menginovasi wakaf dan investasi dana
haji dengan tujuan kemaslahatan baik untuk dana haji,
juga untuk aset wakaf di Indonesia. Salah satunya
untuk kesejahteraan masyarakat dan pengembangan
wakaf mengingat tingginya angka kemiskinan di
Indonesia khususnya setelah pandemi Covid 19.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka
kemiskinan per maret 2020 mengalami kenaikan
menjadi 26,42 juta orang, dengan presentase 9,78
persen dibanding tahun sebelumnya (BPS 2020).

Dari pemanfaatan dana atau keuangan haji
melalui instrumen model wakaf yang dapat
dikembangkan di Indonesia ini dalam rangka
memberdayakan banyaknya aset wakaf yang tidak
produktif, maka para ekonom muslim mencoba
mengintegrasikan  konsep wakaf yang dapat
dikolaborasikan dengan investasi dana haji dalam
kerangka 2 pandang hukum yang eksis di Indonesia
yaitu hukum Islam dan hukum Positif.

Adapun penelitian sebelumnya yang telah
membahas terkait wakaf dan dana haji adalah yang
membahas terkait contoh integrasi dana haji di
Kualalumpur Malaysia (Helza and Lita 2017), dan
dalam tulisan lainnya membahas terkait sinergi wakaf
dan dana haji untuk kemaslahatan bersifat umum
(Listiana 2018), terkait sinergi dana haji dan
pariwisata syariah (Vidya Nurchaliza 2018), dan
terkait hukum investasi dana haji dalam pandangan
hukum ekonomi syariah (Sholichah 2020). Dari
penelitian yang sudah ada belum ditemukan yang
khusus membahas terkait integrasi wakaf dan
investasi dana haji dalam perpsektif hukum positif dan
hukum Islam.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
dengan pendekatan yuridis normatif yaitu melihat

taraf sinkronisasi antara investasi dana haji dan wakaf
untuk dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum
Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia(Soekanto
2011). Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber
data hukum diantaranya, sumber hukum primer yaitu
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No.42
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, UU
No0.34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Haji
dan peraturan lainnya, Al-Quran serta Al-hadis,
Kompilasi Hukum Islam. Sumber hukum sekunder
berupa Jurnal, prosiding, tesis , disertasi, dan buku.
Kemudian data dikumpulkan melalui studi pustaka
(library research) dengan menggali literatur terkait
yang tersedia. Tahap terakhir data dianalisis dengan
menggunakan tehnik deskriptif kualitatif untuk
melihat tahap sinkronisasi, kesesuaian dengan norma
dan prinsip hukum yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Analisis hukum Integrasi Wakaf Dan

Investasi Dana Haji Untuk Pengembangan

Aset Wakaf Di Indonesia Menurut Hukum

Positif

Investasi berasal dari bahasa Inggris investmen
dari kata dasar invest yang berarti menanam. Dalam
bahasa Arab investasi disebut dengan istitsmar yang
bermakna "menjadikan berbuah, berkembang dan
bertambah jumlahnya.(Sakinah 2015) Sedangkan
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal disebutkan investasi
sebagai penanaman modal. Penanaman modal adalah
segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh
penanam modal dalam negeri maupun penanam modal
asing untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia.

Adapun investasi Keuangan Haji didefinisikan
sebagai kegiatan menempatkan sumber daya
keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji pada
kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan
prinsip syariah dan perundangan serta ketentuan yang
berlaku untuk memperoleh imbal hasil setelah
mempertimbangkan kajian mendalam atas potensi
risiko dan manfaat yang akan diperoleh sebagai akibat
dari kegiatan usaha tersebut (Witjacsono et al. 2019).
Sesuai Pasal 46 Ayat 2 UU No. 34 Tahun 2014,
Keuangan Haji dapat ditempatkan dan/atau
diinvestasikan. Dimana, Investasi Keuangan Haji
tersebut dilaksanakan oleh Badan Pelaksana BPKH.

Implementasi investasi dana haji oleh BPKH juga
tidak dapat lepas dari Peraturan Pemerintah (PP) No.
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5 tahun 2018 yang memberikan batasan (constraint)
pengalokasian investasi dana haji (Witjacsono et al.
2019) , sebagai berikut :

a. Investasi dalam bentuk Emas maksimal 5% dari
total penempatan dan/atau investasi Keuangan
Haji

b. Investasi Langsung maksimal 20% dari total
penempatan dan/ atau investasi Keuangan Haji.

c. Investasi Lainnya maksimal 10% dari total
penempatan dan/ atau investasi Keuangan Haji.

d. Investasi Surat Berharga Syariah sisa dari total
penempatan Keuangan Haji dikurangi besaran
investasi dalam bentuk Emas, Investasi Langsung,
dan Investasi Lainnya.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2014
tentang pengelolaan keuanga haji, bahwa keuangan
haji perlu dikelola dengan berasaskan prinsip syariah,
prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba , transparan dan
akuntabel. Dalam penjelasan UU tersebut dijelaskan
bahwa prinsip syariah adalah “ semua dan setiap
pengelolaan keuangan haji berdasarkan prinsip Islam
vang kafah atau menyeluruh”.

Prinsip Syariah maksudnya adalah bahwa semua
dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan
prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh (Penjelasan
Pasal 2 Huruf a UU No. 34 Tahun 2014

Aspek Nilai Manfaat maksudnya adalah
pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan
manfaat atau maslahat bagi Jamaah Haji dan umat
Islam. (Penjelasan Pasal 2 Huruf ¢ UU No. 34 Tahun
2014). Yang dimaksud dengan “nilai manfaat” adalah
sebagian Dana Haji dapat ditempatkan dan/atau
diinvestasikan  dengan  prinsip  syariah  dan
mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat likuid.
(Penjelasan Pasal 46 Ayat 3 UU No. 34 Tahun 2014)
Nilai Manfaat adalah keuntungan atau imbal hasil dari
investasi. Nilai manfaat investasi dapat dibukukan
dengan menggunakan acuan (benchmark) rata-rata
tingkat imbal hasil pasar, market to market, atau cara
lain yang sesuai ketentuan. Nilai manfaat Keuangan
Haji diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan
Haji. (PP No.5 Pasal 14 Ayat 1 Tahun 2018).
Pengembangan Keuangan Haji dilakukan melalui
penempatan dan/atau investasi. (PP No.5 Pasal 14
Ayat 2 Tahun 2018)

Aspek Keamanan maksudnya adalah pengelolaan

Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan
mengedepankan aspek keamanan dalam
mengantisipasi adanya risiko  kerugian atas

pengelolaan Keuangan Haji untuk menjamin

pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu
menurut penjelasan Pasal 46 Ayat 3 UU No. 34 Tahun
2014dalam melakukan investasi juga
mempertimbangkan aspek risiko antara lain risiko
gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional.

Adapun terkait wakaf, berdasarkan ketentuan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda
wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda
bergerak. Benda tidak bergerak yang dimaksud
meliputi : hak atas tanah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi
tanah yang sudah maupun yang belum terdaftar dan
hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Maka sudah seharusnya wakaf dikelola secara
produktif untuk mencapai kesejahteraan umum, oleh
karena itu nazhir wakaf seharusnya dapat membangun
kemitraan serta bekerjasama dengan lembaga
profesional, dan dalam kerangka aturan standar wakaf
yaitu menjaga aset wakaf dan mengembangkan
manfaatnya sehingga jaminan terkait perlindungan
aset inti wakaf harus dijaga untuk menghasilkan
manfaat yang lebih besar dan berkesinambungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH),
pemanfaatan dana tabungan haji dapat dilakukan jika
diinvestasikan melalui kerjasama dalam rangka
pengembangan aset wakaf secara produktif. Sehingga
pada prinsipnya sinergi pengelolaan dana haji dan
aset wakaf dapat dilakukan oleh BPKH dengan
melakukan penempatan investasi dana haji pada bisnis
yang dijalankan oleh lembaga wakaf mitra (Listiana
2018).

Sementara itu dalam ketentuan Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU
wakaf), bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi
dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan
ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan
umum(Helza and Lita 2017). Ketentuan ini juga
dipertegas dalam Pasal 22 UU Wakaf bahwa dalam
rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda
wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

a. sarana dan kegiatan ibadah;

b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

¢. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim
piatu, beasiswa;

d. kemajuan dan peningkatan ekonomi
dan/atau

umat;
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e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak
bertentangan dengan syari’ah dan peraturan
perundangundangan.

Investasi langsung dapat dilakukan dalam bentuk
kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau
lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai
dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan
yaitu Pasal 30 Ayat 2 PP No.5 Tahun 2018, antara lain
dengan cara berikut:

a. Memiliki Usaha Sendiri;

b. Penyertaan Modal;

c. Kerja Sama Investasi;

d. Investasi Langsung Lainnya.

Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 PBKH No.5 Tahun
2018 Investasi Lainnya adalah investasi yang tidak
termasuk kelompok investasi Surat Berharga Syariah,
investasi Emas, dan investasi Langsung. Sehingga
peluang wakaf produktif dapat memiliki akses untuk
diintegrasikan dengan dana haji dengan
mempertimbangkan PP No. 5 Tahun 2018, karena
BPKH telah menetapkan rencana penempatan dan
investasi dana haji.

Sebagai gambaran, pada tahun 2017, dana haji
hanya ditempatkan pada dua instrumen investasi,
yaitu tabungan/ deposito (65%) dan Sukuk (35%).
Pada tahun 2018, mengacu pada PP No. 5 Tahun 2018,
BPKH merencanakan adanya diferensiasi investasi
dana haji pada emas (5%), investasi langsung (15%),
dan investasi lainnya (10%).

Mengacu pada Pasal 22 Ayat 2 PBKH No.5
Tahun 2018, maka Investasi Lainnya BPKH dapat
dilakukan dalam bentuk:

a. Produk Perbankan selain Giro, Tabungan, dan
Deposito;

b. Produk instansi Keuangan Syariah yang diatur
dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan;

c. Investasi di Pasar Uang, Pasar Modal, maupun
dalam kegiatan terkait penyelenggaraan haji,
termasuk investasi dalam bentuk Kontrak Tahun
Jamak dan/atau terkait pengelolaan Keuangan
Haji, termasuk investasi bisnis penyediaan jasa;
Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak Jangka
Panjang antara BPKH dengan Pihak Ketiga,
dengan dilakukan pembayaran dimuka atau
sebagian/seluruh  nilai  jasa/produk  yang
dibutuhkan untuk penyelenggaraan ibadah haji di
masa depan (Pasal 23 Ayat 1 PBKH No.5 Tahun
2018) Investasi Kontrak Tahun Jamak dapat
dilakukan untuk Jasa Penyewaan Pesawat,
Penginapan, Katering, Transportasi, dan Kontrak

Sejenis (Pasal 23 Ayat 2 PBKH No.5 Tahun

2018).

d. Sewa tanah/bangunan/barang yang dapat dinilai
dengan uang. Investasi Lainnya paling banyak
10% (sepuluh persen) dari total penempatan
dan/atau investasi Keuangan Haji (Pasal 7 butir c
PBKH No.5 Tahun 2018.

Potensi tersebut dapat menjadi akses yang
berharga bagi para pengelola wakaf untuk dapat
mengembangkan aset wakaf berupa tanah ataupun
bangunan yang hari ini kesulitan dari sisi
pengembangannya karena terhambat biaya.

Sebagai Salah satu contoh model pengelolaan
wakaf produktif dengan dana haji yaitu Gedung Imara
Wakaf di Kuala Lumpur, Malaysia yang didirikan di
atas tanah wakaf. Dalam melakukan pembangunan
gedung Imara Wakaf ini Majelis Agama Islam
Wilayah Persekutuan yang bertindak sebagai nazhir
bekerjasama dengan Yayasan Tabung Haji sebagai
penyedia pembiayaan. Menara wakaf tersebut
diresmikan penggunaannya pada bulan Oktober 2011,
dan disewakan sepenuhnya oleh Bank Islam Malaysia
Berhad. Hasilnya diperuntukan bagi para mustahik
wakaf. Badan Pengelola Keuangan Haji dapat
mencontoh pengembangan pembangunan akomodasi
daerah wisata seperti perhotelan atau restoran diatas
tanah wakaf dengan model pembangunan Gedung
Imara Wakaf dan Hotel Utsman bin Affan sehingga
dana haji tidak hanya mengendap tapi dapat
bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan
umat (Vidya Nurchaliza 2018).

3.2. Analisis hukum Integrasi Wakaf Dan
Investasi Dana Haji Untuk Pengembangan
Aset Wakaf Di Indonesia Menurut hukum
Islam
Adapun dari aspek hukum Islam wakaf memiliki

keistimewaan tersendiri sebagai instrumen ekonomi

islam yang secara tujuan akad bersifat tabarru dan
secara mekanisme pengembangan dapat
dikolaborasikan dengan intrumen finansial yang
memiliki tujuan bisnis lainnya yang sesuai dengan
syariah dengan tujuan utama untuk mencapai
kemaslahatan dan kesejahteraan (falah) semua

pihak(AK et al. 2018).

Dalam Al-Qur’an tidak mengatur secara spesifik
terkait wakaf ini, akan tetapi hal tersebut didasarkan
pada beberapa hadis masyhur terkait wakaf. Diantara
ketentuan utama dalam wakaf adalah menjaga aset
wakaf agar tidak hilang dan habis sehingga tidak
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diperbolehkan dijual, dihibahkan ataupun diwariskan.
Aturan  tersebut menjadikan standar  dalam
pengembangan wakaf sehingga dapat diintegrasikan
dengan sektor keuangan yang bersifat komersial
lainnya. Hal tersebut bersandar pada hadis Rasulullah
saw berikut:

Lol ol ey e 01 el 2, ae ol o8
S s Lt syl ] o o0l 51 et
EPCPCT N (P PR U PPN SR I U
JB (e canasy Lol cose cin o)) JB 4 b
Sle sy eum Yy Yyl Val ae L o
Jodl ly Al e 3y S 3y ) 3y o))
oy i e ST 0T Ly o e i Vi

Nl Jsle e JU e ol a5 Jpee £

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya ‘Umar bin
Khattab ~ mendapatkan sebidang tanah di
Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Saw untuk
minta instruksi beliau tentang tanah tersebut.
Katanya: Wahai Rasulullah, saya memperoleh
sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum
pernah saya peroleh harta yang lebih berharga
dari saya dari padanya. Apa instruksimu
mengenai harta itu? Rasulullah bersabda: Jika
engkau mau, engkau dapat menahan pokoknya
(melembagakan bendanya) dan menyedekahkan
manfaatnya. [lbnu Umar lebih lanjut]
melaporkan: Maka Umar menyedekahkan tanah
itu dengan ketentuan tidak boleh dijual,
dihibahkan atau diwariskan. Ibnu Umar berkata:
Umar menyedekahkankannya kepada orang
fakir, kaum kerabat, bidak belian, sabilillah, ibn
sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi orang
yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus)
untuk makan dari hasilnya dengan cara baik
(sepantasnya) atau makan dengan tidak
bermaksud menumpuk harta. [HR Bukhari].

Fleksibilitas wakaf menjadikannya sangat
potensial untuk dapat diintegrasikan dengan sektor
keuangan lainnya. Hal tersebut selama memenuhi
ketentuan rukun dan syarat yang telah ditentukan
dalam hukum Islam dan peraturan perundang-
undangan. Diantara hal yang disepakati dalam 2
pandangan hukum tersebut adalah nilai mafaat wakaf
yang harus terus mengalir untuk kemaslahatan , serta

tidak menghabiskan atau menghilangkan inti dari
wakaf tersebut(Urif, Fajria, and Rahmi 2019).

Setidaknya pada 5 tahun terakhir terjadi banyak
perkembangan dalam bentuk wakaf di Indonesia
diantaranya wakaf investasi jiwa syariah, wakaf hutan,
wagqf linked sukuk dan inovasi wakaf lainnya. Saat ini
dana haji pun di Indonesia khususnya sebagai negara
muslim tersebesar di dunia memiliki potensi yang
sangat besar, terlebih sudah hampir 2 tahun dana haji
tersebut mengendap dikarenakan masa pandemi
covid-19 yang menjadikan tidak terselenggarakannya
pelaksanaan ibadah haji, sebagai konsekuensinya dana
haji yang mengendap tersebut semakin lama dan besar
karena transaksi penerimaan setoran haji tetap
berjalan.

Dana haji di dalam Undang-Undang Nomor 34
tahun 2014 Pasal 1 angka (2) diartikan sebagai dana
setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana
efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta
nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka
penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan
program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.
Undang- Undang ini mendefinisikan dana haji sebagai
gabungan antara dana abadi umat (DAU) dan setoran
biaya serta efisiensi penyelenggaraan haiji.

Berdasarkan keputusan ljtima Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Status
kepemilikan dana setoran BPIH yang masuk daftar
tunggu (waiting list) bahwa dana setoran BPIH bagi
calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam
rekening Mentri Agama, boleh di-tasharrufkan untuk
hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan),
anatara lain penempatan di perbankan syariah atau
untuk diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

Mengacu pada ketentuan dalam UU No. 34
Tahun 2014 dan hasil Ijtima Ulama IV Komisi B-2
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun
2012, pengelolaan dana haji untuk keperluan investasi
sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur
masih dimungkinkan. Syaratnya investasi tersebut
memiliki tingkat risiko yang rendah, memiliki nilai
kemaslahatan bagi jamaah haji, dan pengelolaannya
didasarkan pada prinsip syariah(Rongiyati 2017).

Selain itu dalam Kaidah Fikih:

g, o B Ji 0l Ml el 3
Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah

boleh dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya”

Jurnal lImiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534




Jurnal llmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 13

Sehingga aspek muamalah dalam wakaf
menjadikannya dapat berkembang sesuai
perkembangan zaman selama tidak keluar dari
ketentuan utamanya yang telah disebutkan di awal.
Aspek maslahah menjadi hal yang dominan dalam
pengembangan wakaf serta integrasinya dengan
investasi dana haji.

Integrasi wakaf dan investasi dana haji ini
menjadi ruang ijtihadi dalam wilayah figh wakaf,
sehingga menjadikan wakaf sebagai instrument yang
sangat memungkinkan dibuat inovasi dalam
menjawab tantangan zaman khususnya di Indonesia
sebagai negara mayoritas muslim. Islam memberikan
perhatian dan dorongan agar para cendikiawan dan
ulama mengoptimalkan segala potensi berfikirnya
dalam menggali hukum Islam khususnya dalam
wilayah figh wakaf. Selain itu berpijak pada hadits
tentang penghargaan terkait keberanian berijtihad
untuk kemaslahatan sebagaimana pada hadits berikut:

Jo J}-)f e A 2 ol u*)r‘ 53

muu\r} ’u§u\§,\>\ ok g ade
e g f\@b\gl;;;urg;\;@\g
Artinya: Dan dari Amr bin Ash ra bahwa ia pernah
mendengar Rasulullah saw bersabda: “apabila
seorang hakim bersungguh-sungguh dalam
memutuskan suatu perkara dan keputusan itu
sesuai dengan kebenaran berarti telah
mendapatkan dua pahala dan jika keliru maka

dia mendapatkan satu pahala.” (HR. Bukhari dan
Muslim).

Landasan dalam pengembangan bentuk integrasi
wakaf dan investasi dana haji ini adalah kemaslahatan
yang bersifat umum demi optimalisasi potensi jumlah
penduduk muslim di Indonesia disertai minimnya
pengembangan wakaf sehingga banyaknya lahan serta
asset wakaf yang terbengkalai. Perbedaan pendapat
terkait pengembangan bentuk wakaf tidak bisa
dihindari  yaitu Kkhususnya terkait mekanisme
manajemen resiko pada investasi .

Mengingat pada hadist dari Amr bin ‘Auf bahwa
Rasulullah saw bersabda:

J,\ \v&,,ﬁwv\wvﬂu“\
L3l D 55 U558 Y ey sé e opakedlls a2

&y

3]

Artinya: “Berdamai dengan sesama muslimin itu
diperbolenkan  kecuali perdamaian yang
menghalalkan suatu yang haram atau
mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum
Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang
telah mereka sepakati kecuali syarat yang

mengharamkan suatu yang halal atau
menghalalkan  suatu yang haram”. (HR.
Tirmidzi)

Sehingga melahirkan kaidah fikih berikut:
V\.JJQ Y\ ijﬂ =Nl &LNJ\ &J,A‘\

Artmya “Hukum asal menetapkan syarat dalam
mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan
kecuali ada dalil (yang melarangnya) ”

Kaidah tersebut memberikan penjelasan bahwa
diperbolehkan membuat inovasi dalam bidang
muamalah khususnya membuat syarat tertentu dalam
bentuk inovasi wakaf dan pengembangannya dalam
investasi selama tidak menghalalkan yang haram
ataupun sebaliknya(Hidayatullah 2016).
Kemashlahatan yang dihadirkan melalui instrument
filantropi Islam merupakan sebuah harapan baru untuk
mencapai  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat
khususnya di Indonesia. Menurut Jalal al-Din ‘Abdu
al-Rahman, di dalam kitabnya al-Mashalihu al-
Mursalah, mendefinisikan maslahah dari sudut
pandang kebiasaan orang Arab, sebagai berikut:

ol s e el JeE Gl a5 25 asd
Artinya: “Maslahah yang berlaku/di lisan arab

bermakna segala bentuk amal yang lahir memuat
kemanfaatan bagi manusia.(al-Rahmaén, 1983)”

Sehingga nilai mashlahah dengan tujuan
kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama
dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf uang di
Indonesia. Pendekatan konsep mashlahah mursalah
sebagai salah satu dari dalil-dalil hukum Islam .
Tujuan kemaslahatan masyarakat yang
berkelanjutan sebagai upaya progresif untuk
mencapai tujuan hukum Islam (magéshid asy-
syari’ah), yaitu menjaga harta benda wakaf dan
juga harta umat dalam dana haji yang dititipkan oleh
masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hukum Islam dan hukum posisitf
dalam hal ini UU No.34 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan keuangan Haji dan UU No.41 Tahun
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2004 tentang Wakaf bahwa pada prinsipnya integrasi
wakaf dengan investasi keuangan haji dapat dilakukan
berdasarkan asas terjaganya inti wakaf, manfaat,
maslahah, aman dan amanah. Hal tersebut dapat
dibangun kerjasama kemitraan antara BPKH dan
lembaga wakaf profesional yang telah terdaftar di
Badan Wakaf Indonesia (BWI), mengingat ada
potensi 10% dalam investasi lainnya berdasarkan UU
pengelolaan keuangan Haji untuk membantu
pengembangan aset wakaf di Indonesia. Saran dari
penelitian ini ditujukan kepada pihak BPKH dan
lembaga wakaf produktif dan profesional di Indonesia
untuk membangun kerjasama untuk kemaslahatan
wakaf dan dana umat, serta disosialisasikan kepada
masyarakat agar dapat meminimalisir kabar hoax
yang beredar terkait kondisi dana haji hari ini.
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